
SALINAN 

BUPATI PACITAN 
PROVINSI JAWATIMUR 

PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR 62 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2016 
TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A 

Menimbang 

Mengingat 

BUPATI PACITAN, 

a. bahwa guna mengakomodasi perkembangan yang te i jad i serta 
da lam upaya mewu judkan tert ib adminis t ras i penyelenggaraan 
pemer intahan maka Peraturan Bupat i Nomor 48 Tahun 2016 
tentang Pedoman Tata Naskah Dinas d i L ingkungan 
Pemerintah Kabupaten Pacitan per lu disesuaikan; 

b. bahwa berdasarkan per t imbangan sebagaimana d imaksud 
pada h u r u f a, maka per lu menetapkan Peraturan Bupa t i 
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupa t i Nomor 48 Tahun 
2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di L ingkungan 
Pemerintah Kabupaten Pacitan; 

1. Undang-Undang Nomor 24 T a h u n 2009 tentang Bendera, 
Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
Nomor 109, Tambgihan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5035; 

2. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahgm Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana te lah d iubah beberapa ka l i , t e rakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 5679); 

3. Undang-Undang Nomor 11 T a h u n 2020 tentang Cipta Kerja 
Kerja (Lembarem Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 T a h u n 2016 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia T a h u n 2016 Nomor. 114, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor. 5888) sebagaimana telah d iubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 T a h u n 2019 (Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 6402); 



5. Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 54 T a h u n 2009 tentang 
Tata Naskah Dinas d i L ingkungan Pemerintah Daerah; 

6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 
Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas; 

7. Peraturan Daerah Nomor 2 T a h u n 1968 tentang Lambang 
Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah d iubah dengan 
Peraturan Daerah Nomor 12 T a h u n 1995; 

8. Peraturan Bupa t i Nomor 23 Tahun 2006 tentang Tata 
Kearsipan Pemerintah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah 
beberapa ka l i d iubah terakhi r dengan Peraturan Bupat i Nomor 
87 t a h u n 2016 tentang Perubahan Ketiga tentang Tata 
Kearsipan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 
Nomor 87); 

9. Peraturan Bupa t i Pacitan Nomor 48 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Tata Naskah Dinas d i L ingkungan Pemerintah 
Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 
2016 Nomor 48). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2016 TENTANG 
PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN. 

Pasal 1 

Beberapa ke tentuan dalam Peraturan Bupa t i Nomor 48 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Tata Naskah Dinas d i L ingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan (Berita 
Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 48) d iubah sebagai ber ikut : 

1. Ketentuan Pasal 8 d iubah sehingga Pasal 8 berbuny i sebagai ber ikut : 

P a s a l 8 

Pengelolaan surat masuk sebagaimana d imaksud dalam Pasal 7 h u r u f a, 
d i l akukan mela lu i : 
a. Un i t kerja penerima men indak lan ju t i surat yang d i ter ima mela lui tahapan: 

1) Dicatat dan d ik las i f ikas ikan sesuai sifat surat serta d id is t r ibus ikan ke 
u n i t pengelola; 

2) Un i t pengolah men indak lan ju t i sesuai dengan klasi f ikasi surat dan 
arahan p imp inan ; dan 

3) Arsip ak t i f d i s impan d i u n i t pengolah sedangkan arsip inak t i f d is impan 
pada u n i t kearsipan. 

b. Copy surat j awaban yang mempunya i tembusan d isampaikan kepada yang 
berhak. 

c. Tembusan d i tu l i s lengkap d i marg in k i r i bawah d i i k u t i tanda baca t i t i k dua 
(:) dan t idak diber i garis bawah, t idak per lu mencan tumkan dan atau 
menambahkan ka l imat sebagai laporan, a tau ist i lah sejenis. 

d. A lur surat menyurat diselenggarakan mela lu i mekanisme dar i t ingkat 
p imp inan tert inggi hingga ke pejabat s t r u k t u r a l terendah yang berwenang. 



Ketentuan Pasal 9 d iubah , sehingga Pasal 9 berbuny i sebagai be r ikut : 

Pasal 9 

Pengelolaan surat ke luar sebagaimana d imaksud dalam Pasal 7 h u r u f b, 
d i l akukan mela lu i tahapan: 
a. Konsep surat ke luar d iparaf secara berjenjang dan terkoordinasi sesuai 

tugas dan kewenangannya dan dicatat oleh masing-masing u n i t tata usaha 
da lam rangka pengendalian. 

b. Surat ke luar yang te lah d i tandatangani oleh pejabat yang berwenang diber i 
nomor, tanggal dan stempel oleh u n i t tata usaha pada masing-masing 
satuan kerja perangkat daerah. 

c. Penomoran naskah dinas mengacu pada Peraturan Bupat i tentang Tata 
Kearsipan d i L ingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan. 

d. Penomoran naskah dinas yang d i tandatangani oleh Bupat i , Waki l Bupat i , 
Sekretaris Daerah, dan Asisten Sekretaris Daerah d i l akukan oleh Bagian 
U m u m Sekretariat Daerah. 

e. Penomoran naskah dinas yang d i tandatangani oleh Perangkat Daerah, UPT, 
dan Satuan Pendidikan d i l akukan oleh bagian yang menangani 
adminis t ras i u m u m masing-masing. 

f. Surat ke luar sebagaimana d imaksud pada h u r u f b wajib segera d i k i r i m ; 
g. Surat ke luar yang ada parafnya dan d i tandatangani oleh bupat i , wak i l 

bupat i , sekretaris daerah, asisten sekretaris daerah d iars ipkan d i bagian 
yang membidangi ta ta usaha pada Sekretariat Daerah. 

h . Arsip surat ke luar yang ada parafnya dan surat yang sudah d i tandatangani 
dengan t i n t a b i r u oleh p imp inan PD atau u n i t kerja d iars ipkan d i u n i t 
pengolah. 

Ketentuan Pasal 13 ayat (1) d iubah , sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai 
ber ikut : 

Pasal 13 

(1) Pengetikan sarana admin is t ras i dan komun ikas i perkantoran d imaksud 
da lam Pasal 7 h u r u f f, sebagai ber ikut : 
a. Penggunaan jen is h u r u f ar ia l ; 
b. U k u r a n h u r u f 12 a tau disesuaikan dengan kebu tuhan ; 
c. Spasi 1 a tau 1,5 sesuai k ebu tuhan ; dan 
d. Pengetikan naskah p idato/sambutan menggunakan h u r u f Arial u k u r a n 

14 atau 16 atau u k u r a n disesuaikan dengan kebu tuhan dengan j a r a k 
spasi 1,5 a tau 2 sesuai k e b u t u h a n serta menggunakan t in ta h i tam. 

(2) Ketentuan spasi u n t u k naskah dinas laporan d ia tur sebagai ber ikut ; 
a. Ja rak antara bab dengan j u d u l adalah 2 spasi; 
b. J i k a j u d u l laporan lebih dar i satu baris maka j a r ak baris pertama 

dengan baris kedua adalah 1 spasi; 
c. Ja rak antara j u d u l dengan sub j u d u l adalah 4 spasi; 
d. Ja rak antara sub j u d u l dengan ura ian adalah 2 spasi; dan 
e. Jarak masing-masing bar is d iesuaikan dengan kebu tuhan . 

(3) Ketentuan batas tepi u n t u k naskah dinas adalah sebagai ber ikut ; 
a. Batas tepi kertas yang menggunakan kop naskah dinas adalah 2 spasi 

d i bawah kop, a tau 2 cm dar i tepi kertas apabila t idak menggunakan 
kop naskah dinas; 

b. Batas tepi k i r i adalah 3 cm dar i tepi kertas; 
c. Batas tepi bawah adalah 2,5 cm dar i tepi kertas; dan 
d. Batas tepi kanan adalah 2 cm dar i tepi kertas. 



(4) Kata penyambung 
a. Kata penyambung adalah kata yang d igunakan sebagai tanda bahwa 

teks mas ih ber lanjut pada ha laman ber ikutnya ; 
b. Kata penyambung d i tu l i s pada akh i r setiap ha laman pada baris 

te rakhi r teks d i sudu t kanan bawah ha laman dengan u r u t a n kata 
penyambung dan tiga buah t i t i k ; 

c. Kata penyambung d iambi l dar i ka ta pertama ha laman ber ikutnya; dan 
d. Contoh penggunaan kata penyambung: 

Penulisan ka ta penyambung pada ha laman 3 baris pal ing bawah 
adalah "area". 

-3-

...untuk melakukan inovasi pelayanan dalam 
rangka pelaksanaan reformasi birokrasi pada 

area ... 

Penulisan kata pertama pada ha laman 4 baris pal ing atas k i r i adalah 
"area" ... 

-4-

area perubahan ke-delapan yaitu pelayanan 
publik. 

(5) Penomoran Halaman 
a. Nomor ha laman naskah dinas d i tu l i s dengan menggunakan nomor u r u t 

angka Arab dan d i can tumkan secara simetris d i tengah atas dengan 
m e m b u b u h k a n tanda h u b u n g (-) sebelum dan sesudah nomor; 

b. Ha laman pertama naskah dinas t idak menggunakan nomor halaman; 
dan 

c. J i k a naskah dinas mempunya i l ampi ran , maka nomor ha laman 
lampi ran merupakan nomor l an ju tan dar i ha laman sebelumnya. 

Ketentuan Pasal 46 ayat (2) d iubah , sehingga Pasal 46 berbuny i sebagai 
ber ikut : 

Pasal 46 

(1) Ketentuan stempel PD u n t u k keper luan ter tentu sebagaimana d imaksud 
da lam Pasal 43 h u r u f b, adalah sebagai ber ikut : 
a. u k u r a n garis tengah l ingkaran luar stempel adalah 1,8 cm; 
b. u k u r a n garis tengah l ingkaran tengah stempel adalah 1,7 cm; 
c. u k u r a n garis tengah l ingkaran da lam stempel adalah 1,2 cm; dan 
d. j a r a k antara 2 (dua) garis yang terdapat da lam l ingkaran dalam 

maks imal 0,5 cm. 
(2) Stempel perangkat daerah u n t u k keper luan ter tentu sebagaimana 

d imaksud pada ayat (1) d ipergunakan u n t u k tanda pengenal pegawai, 
asurans i kesehatan dan sejenisnya. 



Ketentuan Pasal 68 d iubah , setelah ayat (2) d i tambah 5 (lima) ayat baru ya i tu 
ayat (3), (4), (5), (6) dan (7) sehingga Pasal 68 berbuny i sebagai ber ikut : 

Pasal 68 

(1) Naskah dinas e lektronik adalah naskah dinas berupa komun ikas i 
informasi yang d i l akukan secara elektronis a tau yang terekam dalam 
mul t imed ia elektronis. 

(2) Naskah dinas e lektronik d inya takan sah apabila d i tandatangani secara 
e lektronik oleh pejabat yang berwenang. 

(3) Tanda tangan e lektronik a tau yang dis ingkat dengan TTE adalah tanda 
tangan yang terd i r i atas informasi e lektronik yang d i l ekatkan, terasosiasi 
a tau terkai t dengan informasi e lektronik la innya yang d igunakan sebagai 
alat verif ikasi dan autent i f ikas i . 

(4) Pejabat penandatangan adalah subyek h u k u m yang terasosiasikan atau 
terkai t dengan Tanda Tangan Elektronik. 

(5) Tanda Tangan E lektron ik Bupa t i Wak i l Bupa t i , dan P impinan Pratama 
wajib terserti f ikasi. 

(6) Tanda tangan e lektronik tersert i f ikasi harus d ibuat dengan menggunakan 
jasa penyelenggara serti f ikasi e lektronik yang d i b u k t i k a n dengan Sertif ikat 
Elektronik. 

(7) Proses pengurusan standarisasi Tanda Tangan Elektronik difasi l itasi oleh 
Perangkat Daerah yang menangani persandian. 

(8) Ketentuan lebih l an ju t tentang tata naskah dinas e lektronik d ia tur sesuai 
dengan ke tentuan pera turan perundang-undangan yang ber laku. 

J u d u l BAB XI I PERUBAHAN DAN PENCABUTAN d iubah , sehingga BAB X l l 
berbuny i sebagai be r iku t : 

BAB X I I 
PERUBAHAN, PENCABUTAN, PEMBATALAN DAN RALAT 

Ketentuan Pasal 69 setelah ayat (2) d i t ambahkan 5 (lima) ayat ba ru ya i tu ayat 
(4), (5), (6), (7), dan (8) sehingga Pasal 69 berbuny i sebagai be r ikut : 

Pasal 69 

(1) Perubahan adalah mengubah bagian te r tentu dar i naskah dinas yang 
d inya takan dengan lembar perubahan; 

(2) Pembatalan adalah menyatakan bahwa se luruh mater i da lam naskah 
dinas t idak d iber lakukan lagi mela lu i sua tu pemyataan pembatalan 
dalam naskah dinas baru ; 

(3) Pencabutan adalah menyatakan mencabut naskah dinas ter tentu karena 
bertentangan atau t idak sesuai lagi dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih t inggi , k h u s u s a tau naskah dinas baru yang 
d i te tapkan. 

(4) Ralat adalah perbaikan yang d i l akukan terhadap sebagian mater i naskah 
dinas mela lu i pemyataan ra lat da lam naskah dinas yang baru ; 

(5) Perubahan, pencabutan, pembatalan dan ralat naskah dinas dapat 
d i l akukan dengan m e n u n j u k k a n secara jelas naskah dinas a tau bagian 
dar i naskah dinas yang d i l a k u k a n perubahan, pencabutan, pembatalan 
dan a tau ralat ; 

(6) Naskah dinas yang bersifat mengatur dapat d iubah , dicabut, d ibata lkan 
dengan naskah dinas yang setingkat lebih t inggi a tau yang t ingkatannya 
sama; 



(7) Pejabat yang berhak menentukan perubahan, pencabutan, dan 
pembatalan adalah pejabat yang menandatangani naskah dinas tersebut 
a tau yang lebih t inggi kedudukannya ; 

(8) Ralat yang herisi keke l i ruan keci l d i laksanakan oleh pejabat yang 
menandatangani naskah dinas. 

8. Ketentuan Lampiran A Ben tuk dan Susunan Naskah Dinas angka 29 Daftar 
Hadir, Lampi ran D Bentuk , U k u r a n Dan Isi Stempel, dan Lampiran G Bentuk , 
U k u r a n Dan Is i Papan Nama d iubah , sehingga Lampiran A angka 29, 
Lampiran D dan Lampiran G berbuny i sebagaimana tersebut da lam Lampiran 
i n i yang merupakan bagian t idak terp isahkan da lam Peraturan Bupa t i i n i . 

Peraturan Bupa t i i n i m u l a i ber laku pada tanggal d iundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memer in tahkan pengundangan Peraturan 
Bupa t i i n i dengan penempatannya da lam berita Daerah Kabupaten Pacitan. 

Pasal I I 

Ditetapkan di Pacitan 
Pada tanggal \^ - Oj . 2021 

INDRATA NUR BAYUAJI 

Diundangkan di Pacitan 
Pada tanggal \^ - ^ - 2021 

S E K R E T A R I S DAERAH 
KABUPATEN PACITAN 

H E R U WIWOHO SP 

B E R I T A DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021 NOMOR 



(7) Pejabat yang berhak menen tukan perubahan, pencabutan, dan 
pembatalan adalah pejabat yang menandatangani naskah dinas tersebut 
a tau yang lebih t inggi kedudukannya ; 

(8) Ralat yang berisi keke l i ruan keci l d i laksanakan oleh pejabat yang 
menandatangani naskah dinas. 

8. Ketentuan Lampiran A Ben tuk dan Susunan Naskah Dinas angka 29 Daftar 
Hadir, Lampi ran D Bentuk , U k u r a n Dan Isi Stempel, dan Lampiran G Bentuk, 
U k u r a n Dan Isi Papan Nama d iubah , sehingga Lampiran A angka 29, 
Lampiran D dan Lampiran G berbuny i sebagaimana tersebut da lam Lampiran 
i n i yang merupakan bagian t idak terp isahkan da lam Peraturan Bupa t i i n i . 

Pasal I I 

Peraturan Bupa t i i n i m u l a i ber laku pada tanggal d iundangkan . 

Agar setiap orang mengetahuinya, memer in tahkan pengundangan Peraturan 
Bupa t i i n i dengan penempatannya da lam beri ta Daerah Kabupaten Pacitan. 

Ditetapkan di Pacitan 

Pada tanggal 15 - 9 - 2021 

BUPATI PACITAN 

ttd 

INDRATA NUR BAYUAJI 
Diundangkan di Pacitan 
Pada tanggal 15 - 9 - 2021 

S E K R E T A R I S DAERAH 
KABUPATEN PACITAN 

ttd 

H E R U WIWOHO SP 

B E R I T A DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021 NOMOR 63 

S ^ r p ^ sesuai dengan asl inya 



LAMPIRAN : 
PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR 62 TAHUN 2021 
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2016 
TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN PACITAN 

29 . DAFTAR HADIR 
a. Pengertian: 

1) Daftar Hadir adalah naskah dinas yang d ipergunakan u n t u k 
mencatat dan mengetahui kehadiran seseorang. 

2) Daftar hadir te rd i r i atas: 
a) Daftar had i r yang d i da lamnya sudah d i can tumkan nama-nama 

orang yang akan hadir . 
h) Daftar had i r yang d i dalamnya be lum d i can tumkan nama-nama 

orang yang akan hadir . 
3) Daftar hadir d i r u m u s k a n da lam dua bentuk: 

a) Daftar had i r u n t u k keper luan sidang/rapat. 
b) Daftar hadir u n t u k masuk dan pu lang serta keper luan kerja. 

b. Susunan 
1) Kepala Daftar Hadir, t e rd i r i atas: 

a) Tul isan DAFTAR HADIR d i tengah lembar naskah dinas bagian 
atas, d i bawah kop naskah dinas. 

b) Tempat, ha r i , tanggal, j a m dan acara d i tu l i s d i bawah tu l i san 
DAFTAR HADIR rata k i r i . 

2) Isi Daftar Hadir, t e rd i r i atas: 
a) Kolom nomor u r u t ; 
b) Kolom nama; 
c) Kolom j aba tan / instans i ; 
d) Kolom jen is ke lamin (L/P) 
e) Kolom tanda tangan / paraf; 
f) U n t u k Daftar Hadir masuk kantor (kerja) di lengkapi dengan 

ko lom tanggal da lam satu bu l an yang terbagi atas kolom paraf 
masuk pagi dan siang, serta ko lom Keterangan. 

g) U n t u k keper luan la innya, ko lom Daftar Hadir dapat d i tambah 
dengan ko lom nomor telepon dan alamat email . 

3) Bagian akh i r Daftar Hadir, t e rd i r i atas: 
a) Nama tempat; 
b) Tanggal, bu l an dan t a h u n ; 
c) Nama jaba tan penanggungjawab (pejabat yang 

bertanggungjawab atas kegiatan) 
d) Tanda tangan pejabat penanggungjawab 
e) Nama, pangkat, NIP pejabat penanggungjawab. 

c. Penandatanganan dan penggunaan Kop Naskah Dinas. 
1) Daftar had i r masuk kantor d ibua t d i atas kertas u k u r a n folio/F4 

(ukuran 215 m m x 330 mm) dengan menggunakan kop naskah 
dinas perangkat daerah yang bersangkutan. 

2) Daftar hadir u n t u k rapat-rapat d ibuat d i atas kertas u k u r a n 
folio/F4 (ukuran 215 m m x 330 mm), dengan menggunakan kop 
naskah dinas perangkat daerah yang bersangkutan. 

3) Daftar Hadir d i tandatangani oleh pejabat penanggungjawab. 
4) Daftar hadir t idak per lu d i b u b u h i stempel perangkat daerah. 

d. Daftar hadir online dapat d ipergunakan u n t u k keper luan absensi 
masuk kerja dan rapat dengan menggunakan apl ikasi yang 
d i t en tukan oleh penyelenggara rapat dan atau pembina kepegawaian. 



e. Ben tuk Naskah Dinas Daftar Hadir sebagaimana contoh ber ikut : 

Contoh Daftar Hadir: 

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH 

DAFTAR HADIR RAPAT 

Har i : .. 
Tanggal 
Wak tu 
Tempat 
Acara 

NO NAMA JABATAN 
JENIS 

KELAMIN 
(L/P) 

TANDA 
TANGAN 

KETE 
RANGAN 

dst 

Pacitan, .... 
Nama Jabatan 

Nama Pejabat 
Pangkat 
NIP 

D. BENTUK, UKURAN DAN IS I S T E M P E L 
a. Yang menggunakan lambang. 

Lambang negara 



Contoh: 
a) stempel j aba tan bupa t i 

b. Yang t idak menggunakan lambang 

•1,0 cm 
2,7 cm 3,8 cm 4,0 cm 

1. Stempel Sekretariat Daerah. 



2. Stempel UPT. 

3. Stempel ke lurahan. 

4. Stempel Satuan Pendidikan. 
a) Stempel Sekolah Dasar. 

SDN 1 PLOSO ^ 
KECAMATAN PACITAN W 

b) Stempel Sekolah Menengah Pertama. 

Stempel perangkat daerah u n t u k kepent ingan ter tentu 

0,5 cm 1,2 cm 1,7 cm 1,8 cm 



G. BENTUK, UKURAN DAN IS I PAPAN NAMA 

1. BENTUK 
Papan nama perangkat daerah berbentuk empat persegi panjang. 

f 
2. UKURAN 

U k u r a n papan nama: 
a. U k u r a n 100 cm x 200 c m u n t u k papan nama perangkat daerah; 
b. U k u r a n 75 cm x 150 cm u n t u k papan nama u n i t kerja la in dinas 

daerah; 
c. U k u r a n dapat disesuaikan dengan besar bangunan/gedung 

perkantoran. 

Perbandingan u k u r a n h u r u f adalah 3:4, y a i tu : 
a. U k u r a n h u r u f " 3 " u n t u k tu l i san PEMERINTAH KABUPATEN; 
b. U k u r a n h u r u f " 4 " u n t u k tu l i san nama perangkat daerah. 

3. BAHAN 
a. Bahan papan nama perangkat daerah berupa beton berlapis marmer 

a tau keramik dan granit ; 
b. Bahan h u r u f papan nama d ia tur sesuai k ebu tuhan , ya i tu dapat 

menggunakan cat, semen, a tau seng/plat dan la in sebagainya. 

Contoh papan nama: 
1. Papan nama kantor bupat i : 

KANTOR BUPATI PACITAN 

Jalan Jaksa Agung Suprapto Nomor 8 Pacitan 
Kode Pos 63512 Telepon (0357) SSxxxx 



2. Papan nama perangkat daerah: 

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN 

DINAS PERTANIAN 

Jalan WR. Suptman Nomor 4 Pacitan Kode Pos 63xxx 
Telepon (0357) 88xxxx 

3. Papan nama kantor camat: 

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN 

KANTOR CAMAT PUNUNG 

Jalan Raya Pacitan Solo Nomor 58 Punung 
Kode Pos 63XXX Telepon (0357) 88xxxx 

4. Papan nama satuan pendid ikan: 

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN 
DINAS PENDIDIKAN 

SMPN 3 PRINGKUKU 

Jalan Mahakam Nomor 3 Pringkuku Kode Pos 63xxx 
Telepon (0357) 88xxxx 

INDRATA NUR BAYUAJI 



2. Papan nama perangkat daerah: 

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN 

DINAS PERTANIAN 

Jalan WR. Suptman Nomor 4 Pacitan Kode Pos 63xxx 
Telepon (0357) SSxxxx 

3. Papan nama kantor camat: 

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN 

KANTOR CAMAT PUNUNG 

Jalan Raya Pacitan Solo Nomor 58 Punung 
Kode Pos 63xxx Telepon (0357) SSxxxx 

4. Papan nama satuan pendid ikan: 

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN 
DINAS PENDIDIKAN 

SMPN 3 PRINGKUKU 

Jalan Mahakam Nomor 3 Pringkuku Kode Pos 63xxx 
Telepon (0357) SSxxxx 

BUPATI PACITAN 

ttd 

INDRATA NUR BAYUAJI 

yZv Pemhina 
NIP. 19811214 200501 1 004 


